
Mengingat

GUBERNUR. LAMPUNG

PERATURAIT GUBERIITUR LAMPUIYG
NOMOR 46TAJiIllN 2o22

TEIYTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASTS RISTKO
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DEI{GAIT RAIIMAT TT'HAN YAI|G MAHA ESA

GUBERIYUR LAMPUtrG,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, baik dan bertanggung jawab diperlukan
adanya Apa-rat Pengawasan Intern Pemerintah yang
berkualitas;

b. bahwa pengawasan dimaksud pada huruf a tercantum
dalam Peraturan Badan Pengawas Keuangan
Pembangunan Nomor PED-09/D3/04 l2O2O yang perlu
ditindaklanj uti dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud da-lam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang
Pedoman Audit Kinerj a Berbasis Risiko Pemerintah
Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menj adi Undang-
Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahur. 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerinta-han (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
Nomor PED-09/D3/O4/2020 tentang Pedoman Umum
Audit Kine{a Berbasis Risiko;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung (kmbaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 14);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAIT GT'BERITUR TEITTAITG PEDOMAIT AUDIT
KIITER.IA BERBASIS RISIKO PEMERIITTAH PROVITSI
LAJUPUNG.

BAB I
I(ETEITTUAIT UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi
Lampung.

4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

5. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau
kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu
entitas sebagai obyek pelaksElnaEln Pengawasan
Kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden.

7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya
disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

8. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat
APH adalah lembaga atau badan yang mendapat
wewenang untuk melakukan fungsi penegakan
hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-
undangan.

9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.

10. Inspektur adalah Inspelctur Provinsi l,ampung.

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjut
disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung.

12. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

13. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
l,ampung.

Menetapkan
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14. Audit Kinerja berbasis risiko adalah audit yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas
prograrn strategis / prioritas pimpinan daerah.

15. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
informasi dengan kriteria yang berlaku.

16. Reuiu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan,
manajemen pemeriksaan dam pedoman pemeriksaan lain.

17. Aduisory adalah pemberian bantuan kepada perangkat daerah berupa
kegiatan jasa yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dart
mitra ke{a yalg bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan
perbaikan terhadap proses tata kelola manajemen risiko dan
pengendalian intern pemerintah.

18. Asistensi adalah kegiatan mengasistensi atau membantu Perangkat
Daerah dalam melakukan bisnisnya

19. Audit Uniuerse adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat
dilakukan atas entitas-entitas audit.

20. Pedoman Tata Kelola adalah Pedoman dan kombinasi proses dan
struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan,
mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi menuju
pencapaian tujuannya.

21. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi,
menilai, mengelola, dari mengendalikan peristiwa atau situasi potensial
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan
organisasi.

22. Risiko utama adalah risiko strategs yang mengganggu pencapaian
tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai risiko
tinggi atau risiko sangat tinggi.

23. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tinda-kan
dan kegiatan yang ditakukan seca.ra terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efelrtif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
Pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung.

25. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk
pada Inspektorat Daerah Provinsi Lampung dan/ atau masing-masing
Perangkat Daerah untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan ke{anya.

26. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.
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27. Pendekatan Integrated Performanrce Management Sgstem (IPMS) yaitu
sebuah pendekatan/metode pengukuran kine{a dengan menetapkal
tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat
mengukur kine{a suatu program j angka pendek dan periodik seperti
infrastrulrtur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu
tahunan maupun lima tahunan.

28. Pendekat an Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerl'a
dengan menggunakan empat persepelrtif yaitu keuangan, stakeholders,
bisnis proses, dan learning process and growt. Pendekatan ini dapat
digunakan untuk program rutin / berkelanj utan terus menerus yang
berorientasi pada keuangan, stakeholder, bisnis proses, dan learning
process and growth seperti pada proses bisnis pada unit pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP) yang proses bisnisnya terus menerus sarna
dan berulang serta berhubungan langsung dengan stakeholder

29. Pendekat an Lo@c yaitu suatu metode pengukuran yarlg menguraikan
hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan
dengan komponen indikator kine{ a seperti input, output, dan outcome
Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaiart
suatu program/ kegiatan.

Parat 2

(1) Peraturan Gubemur ini dimal<sud sebagai Pedoman teknis bagi APIP
agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai
standar audit dalam rangka pelaksanaan audit yang efisien, efektif dan
dengan cara yang sistematik dalam melakukan audit kinerja pada
Pemerintah Provinsi l-ampung.

(21 Tujuan audit kinerja di Pemerintah Provinsi Lampung memberikan nilai
tambah, masukan dan saran serta perbaikan kepada manajemen
terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi, menghilangkan,
memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam
rangka perbaikan dan tata kelola organisasi.

BAB II
RUAIIG LINGKT'P AUDIT KINER^'A

Bagian Kesatu

Pasal 3

(1) Ruang lingkup audit kine{a berbasis Risiko mencakup a.rea
pengawasan berupa program strategis atau program prioritas yang
paling berkontribusi dalam menentukan sasa.ran strategis RPJMD dan
memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang
disusun berdasarkan PPBR.

(21 Gambaran ruang lingkup audit kine{a berbasis risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Guberbur ini:
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Bagian Kedua

Tahapaa Proges Audit KlaerJa

Paral 4

(1) Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:

(2t

a. perslapan penugasan;
b. penetapan tujuan dan ruang lingkup;
c. pemahaman proses bisnis auditi; dan
d. identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama.
Tahapan pelaksanaan audit Kinery'a Berbasis Kinerja Risiko
dilaksanakan mela-lui pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-
bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E,
serta. capaian kinerja berdasarkan indikator kinerj a dengan model yang
telah disepakati pada tahap perencanaan.

Dalam hal tahapan Komunikasi Hasil Audit, APIP melakukan
pembahasan intern.

Pembahasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dihadiri
seluruh tim audit untuk memastikan kembali isi dari notisi hasil audit
telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

(3)

(4)

Baglan Keempat

Kompetensl Kebutuhan Sumber Dajra Manuala

Pasal 5

(1) APIP dalam melaksanakan audit kinefa berbasis risiko wajib mengikuti
standar audit yang telah ditetapkan.

(21 Dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), APIP wajib mempunyai kompetensi dan kecermatan
profesional.

(3) Kompetensi dan kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalarn
melakukan audit kinerja (Knouledge, Skill and Altitudel.
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(41 Dalam hal tidak terdapat APIP yang mempunyai kompetensi dan
kecermatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP dapat
menggunakan tenaga ahli internal dan/atau tenaga ahli eketernal.

Bagian Kelima
Pemlllhan Dan Penetapan Indikator Kiaerja

Pasal 6
(1) APIP dapat menilai kelayakan indikator kine{a audit dengan

memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis, organisasi,
best practice serta pertimbangan profesional APIP.

IYo

L Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan IMB

o/o

penerbitan
IMB yang
sesuai
dengan
standar
waktu
layanan

Ya Ya

Relenaa

v^

2 Meningkatnya
kepastian hukum
atas tata ruang dan
wilayah

Jumlah
perubahan/
revisi atas
rencana tata
ruang/
wilayah

Ya Ya Ya

3 Meningkatnya
pajak/retribusi
daerah atas
layanan IMB

Yo retribusi
IMB yang
akurat

Ya Ya Ya

(2\ Indikator kinerja terdiri atas input, outpu| outcome, manfaat dan dampak.
Untuk gradasi / skala pengukuran kined a sebaiknya juga disepakati dengan
auditi, skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan:

a. Dinilai berhasil apabila skornya 85 < skor < 100;

b. Dinilai cukup berhasil apabila skornya 70 < skor < 85;

c. Dinilai kurang berhasil apabila skornya 5O < skor < 70; dan

d. Dinilai tidak berhasil apabila skornya O < skor < 50.

Bagian Keenam

Konrcp Ekonomls, Eflrlea, Den Efekttf
Pasd 7

(1) Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input (biaya, waktu,
tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat), yang akan digunakan dalam
proses dengan tetap rnenjaga kualita.s dan standar yang diterapkan.

(21 Audit atas aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
aPakah:
a. barang atau jasa untuk kepentingan program, al(ivitas, fungsi, dan

kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan
dengan barang atau jasa y€rng sarna yang terdapat dalam standar
ll.ergal e-catalog dan harga asosiasi; dan

Basarau
Strategls

Indikator
Kinetta

Spesllk Dapat diukur Saran
Iadlkator
PeaIIa8tl
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b. barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama
yang terdapat dalam standar harga/ e-catalog dan harga asosiasi.

(3) Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output dimana
output dapat mencapai maksimal walaupun dengan jumlah inryt tertentu
atau mampu menghasilkan output terlentu dengan memanJ:aatkan input
minimal.

(4) Audit atas aspek efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi,
apakah
a. inryt yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa telah dipakai

secara optimal;
b. output yang sarna dapat diperoleh dengan lebih sedikit input, dan

c. outryt yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat
diperoleh dari input yang digunakan.

(5) Gambaran konsep aspek ekonomis, efisien dan efektif tercantum dalam
Lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.
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BAB III
PEREIICANAAIT AUDIT KIIITER.IA

Bagtan Kesatu
Tahapan Perencanaan Audit Kinerja

Pasal 8

(1) Tahapan perencanaan audit kine{a terdiri dari: persiapan penugasan,
penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi
dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan
indikator kinerja, bobot dan pen5rusunan PKA rencana pengujian.

Rcttttlt

Prqcst
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Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja sebagai berikut:

+ .) +
+

+

+

+

.> +

.>+

+

+

+

r>

+

Bagian Kedua

Tahapan Perdapan Penugasan Audit KinerJa

Pasal 9

(1) Persiapan penugasan audit kineq'a diperlukan untuk memastikan audit
kinerja dapat dilaksanakan dengan baik.

(21 Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko.

(3) Persiapan penugasan audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. mengidentifikasi mandate/kewenangan APIP, kebtjakan dan peraturan

umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas
yang terpilih;

b. mempersiapkan tim dan surat penugasalt dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang
akan dilakukan; dan

c. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk
mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja
Audit (PIG) Perencanaan.

Baglan Kettga
Penetapan TuJuan dan Ruang Lingkup Audtt

Pasal 1O

(1) Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada
awal penugasan,

(21 Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit oleh APIP sebagaimana diatur
dalam ayat (1), meliputi:
a. menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang

lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak
tercakup di dalam penugasan;

b. melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek
ketaatan serta aspek ekonomis, efisien, dan efektif atas capaian kine{a
program prioritas; dan

i- Hda-r-.old-
lE:!-lE-ts
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c. memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko
dan pengendalian pada auditi sehingga outcome audit kinerja dapat
tercapai.

Bagian Keempat
Pemaho"'an Proses Bisais Auditi

Pagat 11
(1) Pemahaman Proses Bisnis auditi dilakukan agar APIP memahami kegiatan

pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan
yang terkait dengan program prioritas, anggar€rn yang diperoleh, informasi
mengenai penerapErn lingkungan pengendalian yang mendukung
keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan.

(21 Pemahaman Proses Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Identilikasi keselarasan antara program prioritas di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerj a Pemerintah
Daera-h, dengar Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang
terkait dengan program prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari
Kepala Daerah;

b. Identilikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr, apakah indikator
kinerja utama atas progr€rm prioritas yang ada di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah cukup/layak untuk
digunakan dan dij adikan ukuran dalam pencapaian program prioritas
sehingga diharapkan Indikator Ke{a Utama yang ada dapat
menggambarkan pencapaian program prioritas;

c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait
dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis
dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan
pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung capaian program
prioritas;

d. Identifikasi progrElm prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
juklak/juknis, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur yang
ada dari Kementerian atau l,embaga serta Perangkat Daerah yang terkait
dengan program prioritas;

e. Identifrkasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari
aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit
sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian area kritis
tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Citical Success Factor
(CSF); dan

f. Identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama
dapat dilakukan dengan memanfaatkan ri.sk register dan prolil risiko
auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya.

Bagtaa Kellma
Identlfitast dan Penllalan Rlsiko Utama serta Desain Pengenddlan

Utama
Pasal 12

(1) Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk
register dan profil risiko auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya,
apakah divalidasi Kepala Daerah atau Pimpinan Perangkat Daerah yang
disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dal laporan
kegiatan.
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(21 Risk register auditi yang telah tervalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipastikan melalui penilaian register risiko (evaluasi register risiko) yang
dilakukan oleh APIP.

(3) Evaluasi risk register auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui brainstorming dengan pimpinan OPD yang terkait
program prioritas, dan pegawai kunci yang menj alankan atau mengetahui
program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking,
hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebb, dampak, kemungkinan
teq'adinya).

(41 Dari hasil evaluasi register risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) APIP
dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda,
risiko strategjs OPD dan risiko operasional OPD yang berpotensi
menghambat pencapaian program prioritas.

(5) Selanjutnya APIP mengidentifikasi, menilai dan menetapkan risiko-risiko
yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko
inheren yang tinggr / sangat tinggr yang dapat menghambat pencapaian
tujuan organisasi.

(6) APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas dasar risiko-risiko
utama yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk
diidentifikasi dan ditetapkan pengendalian utamzrnya.

(7) Pengendalian utama yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian
utama terhadap risiko utama.

(8) Identifikasi dan penilian kecukupan desain pengendalian utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diharapkan dapat menentukan bahwa
proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi
secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada
untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat
pengendalian utama tersebut tidak dijalankan.

(9) Setelah dilakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas daftar resiko utama, APIP
berdiskusi dengan auditi/manqiemen untuk menyepakati indikator kineq'a,
bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan
dalam pelaksanaan audit kenerja.

B'glan Keenam
Penetapaa Indltator KlnerJa, bobot Peallalan darr PeaSrurunan Rencana

PenguJian

Pard 13

(1) Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengujian untuk
mendapatkan bulti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi
program prioritas.

(21 Dalam pelaksanaan audit kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
APIP dapat melakukan:

a. menetapkan/memilih audit kine{a atas program prioritas yang telah
memiliki indikator kinerj a;

b. melakukan reviu kelayakan indikator kinerja;

c. melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak
auditi/manajemen atas indikator kineq'a, bobot penilaian dan
skala/gradasi pengukuran kinerja yang dituangkan dengan Berita Acara
Kesepkatan APIP dengan Auditi; dan



d. melakukan pen5rusunan perencanaan audit kineda termasuk rencana
pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan sumber daya yang diperlukan
untuk melaksanakan penugasan.

BAB TV

PELN(SAITAAI| AUDIT KIIYER.IA

Pasal 14

Proses pelaksanaan audit kineq'a, APIP akan melakukan pengujian untuk
mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program
prioritas, sehingga APIP dapat:

a. Menilai dan menyimpulkan kine{a dari program prioritas tersebut dari
aspek ketaatan dan aspek 3E;

b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya
kinerja atas program prioritas;

c. Menyusun simpulan serta temuan audit; dan

d. Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan
kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan Gouemance Risk
Control.

Pasal 15

(U APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten
dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel untuk
memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang
representatiue.

(21 APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu
memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan melalui
teknik pemilihan sampel menggunakan beberapa contoh rumus/tabel
statistik, yaitu:

a. Rumus Slovin
N/N(d)2 + 1

n = sampel; 5 = populasi; d = nilai presisi 95%o atau sig. = 6,0a.
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam
layanarr administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal
tersebut APIP tidak akan menguji secara keseluruhan melainkan
menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnya dengan
menggunakan rumus slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki
adalah 5%o, makajumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh
APIP adalah : N = 125 I 125 (O,O5l2 + l= 95,23, dibulatkan 95.

b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
Digunakan menentukan sampel yang representatif melalui penentuan
besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan
yang dikehendaki.

c. Jumlah Sampling Minimal
Yaitu penggunaan jumlah sampling minimal dimana ukuran sampel
yang layak dalam penelitian adalah antara 3O sampai dengan 5OO dan
apabila populasi kurang dad 30, maka sampel diambil keseluruhan.

(3) APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel
yang terpilih atas aspek ketaatan, dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

(4) APIP melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kine{a berdasarkan
indikator kinerja dan model atau metodologi yang telah disepakati pada
tahap perencanaan.

-12-
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(5) Penilaian dan penyimpulan kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (a) juga
didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/ Perangkat Daerah
pelaksana program priortas.

(6) Dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area,
proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan
peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.

Pengujian terkait aspek ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana
(71 dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh APIP, antara lain:

a. aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan
input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang
mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input
tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah auditi
telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya
secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya
ketidakhematan dan ketidakefisienan; dan

b. Aspek efelrtivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau
menfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai
sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang
bersangkutan mencapai tujuan.

(8) APIP dapat melakukan penilaian capaian kine{a masing-masing indikator
kine{a kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil
pengujian atas aspek ketaatan dan aspek ekonomis, efisien dan efektif.

(9) Hasil capaian kineq'a indikator kineq'a kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidendfikasi dan
dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kine{ a atau indikator capaian
kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil" dari target yang telah
ditetapkan.

(10) Atas indikator kinerl'a yang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan a.rea of improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan
diberikan saran perbaikan kinerj a, pengelolaan resiko dan pengendalian,
terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada
auditi.

(11) Apabila saat audit kinerja dilaksanakan ternyata prograrn masih berjalan
dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian ekonomis, efisien, dan
efelrtif dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan
efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektifitas dari program tersebut,
terkecuali jika telah memiliki sasaran anta.ra, maka dapat dilihat
efektifitasnya.

Pasat 16

(1) Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area Indikator Kine{a
Kegiatan yang tidak optimal capaian kine{anya dengan melihat ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya'

(21 APIP dalam mengidentilikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya
capaian kinerja dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan resiko utarna
serta efektifitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

(3) Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianalisis risiko utama/risiko strategrs (tinggi dan
sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen.
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(41 APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identilikasi dan
penetapan risiko yang ditakukan oleh auditi/manajemen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah memadai.

(5) APIP perlu memastikan risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan
dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Paral 17

(1) Pengujian efektifitas pengendalian utama atas area Indikator Kinerj a
Kegiatan yang tidak opt-imal capaian kinel anya dengan indikator ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.

(21 APIP dalam pengujian efektilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menghadapi 3 (tiga) kondisi, yakni:

a. APIP menemui kondisi rancangan pengendalian yang berlebihan, artinya
pengendalian yang dirancang auditi terlalu ketat sehingga terdapat
pengendalian yang sebenarnya tidak perlu;

b. terdapat kemungkinan rElncangan pengendalian yang kurang, artinya
pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level
yang dapat diterima; dan

c. APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah memadai, sehingga
rekornendasi yang diberikan adalah untuk memantau risiko secara
periodik.

(3) Proses pengujian efektifitas pengendalian utama didokumentasikan dalam
kertas ke{a.

Pa$l 18

(1) Dalam pelaksanaan proses audit keq'a berbasis risiko apabila ditemukan
adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka
APIP dapat menyusun dam mengembangkan temuan serta menyimpulkan
hasil audit disertai dengan rekomendasi.

Kelenrahan
Pengendalian

Kriteria

-

Kondisi

-

Akibat

t I.r8et Xineria

Pe.baitan Pengenda$.n d.n pengelola.n Risiko

l2l Hasil pengujian bukti-bukti yang ada digunakan APIP dalam membuat
kesimpulan atas kineda program prioritas berdasarkan kriteria indikator
kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek
ketaatan dan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

(3) Jika te{adi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat
menganalisis apa yarg menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor
penyebab yang mernicu / rnembuat ca.paian hasil kinerja tidak tercapai

T1
sebab

t
+

/ Peqr.rp,r.r' \
d.n PenguFao.'-':l-*:1-l

I t7--
_J \-,/
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seperti ketidaktepatan identilikasi risiko utama oleh manajemen,
ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi
pengendalian.

(4) Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahal yang
disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi
kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk
melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan
dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa
mendatang.

(5) Gambar hubungan unsur pen)rusunan temuan yang harus dipahami oleh
APIP terlampir dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Oubernur ini.

Pasal 19

(1) APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk
kertas keq'a audit.

(21 Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan
perenc€rnarm, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung
simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

(3) Setiap dokumentasi kertas ke{a perlu direviu secara belenjang guna
memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil
pelaksanaan Program Ke{a Audit (PKA) serta memastikan bahwa
pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

BAB V
PEI{GKOMUI{IKASIAN TIASIL AUDIT DAIT MONITORING TINDNT LANJUT

Pasal 2O

(1) Dalam hal penyusunan simpul, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP
melakukan komunikasi terhadap hasil audit kine{a kepada pipinan atau
manajemen Auditi.

(21 Sebelum melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP
terlebih dahulu melakukan pembahasan intern.

(3) Dalam hal untuk mendapatkan tanggapan atas simpul dari hasil
komunikasi atas hasil audit perlu dilakukan pembahasan akhir secara
formal dengan Auditi.

(4) Kesepakatan hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dokumentasi dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil
Audit.

(5) Berita Acara Pembahasan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

memuat:
a. informasi hasil kesimpulan audit;
b. tanggapan audit;
c. rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati; dan
d. hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

P$al2l
(i) Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan auditi,

tim audit segera men)rusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), konsep laporan direviu
secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab.
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(21 Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan
didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Prlrr.l 22

(1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fa1,rta,

dan rekomendasi audit.
(21 Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran
yang telah diberikan APIP.

(3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa
semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai outoame dari audit
kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun tahunan.

(4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam
jangka waktu 60 hari setelah laporaa hasil audit diterima, auditi tida}
menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai
sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan
pertama.

(5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dal jika
tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi

BAB VI
I( TEIiTTUAN PEIYUTUP

Paral 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUITG,

ARINAL T'fl'ITAIDI

salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 29 - 12 -2022

SEKRETARIS DAERAII PROVIII$ LAilPT'NG,

Sekretariat Daerah

99103 1 004

ttd

FNIRIZAL DARI,IINTO

BERITA DAERAH PROVITSI LI\UPT'NG TAIIIN 2022 NOUOR 46
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Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Zg - 12 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 72 - 2022

SEKR"ET PROVINSI LAMPUNG,

DARMINTO

tJt

(21 Hasil laporan yang telah disusun, segera mungkin dikomunikasikan dan
didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacgl22
(1) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta,

dan rekomendasi audit.
(21 Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

agar auditi memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran
yang telah diberikan APIP.

(3) APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa
semua rekomendasi telah dilaksanakan dan rnencapai outeofiLe dari audit
kine{a serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun tahunan.

(4) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam
jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi tidak
menindaklanjuti rckomerdasi hasil laporan, maka auditi dapat dikenai
sanksi pidana dan atau sanksi administrasi berupa surat peringatan
pertama.

(5) Namun apabila dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada tindak lanjut dan jika
tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi

BAB VI
KETEITTUAN PENUTUP

Pasal 23

___
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I,AIUPIRAN : PERATT,RAIT GUBERNT,R LAMPI,NG
I{OMOR I 46 TAJilIIN 20.22
TAN(X}AL : 19 - 12 -2022

A. Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Indonesia Sehat
(JKn- IrIs)

B. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS JKN-KIS

--1--

r--l
____)

-.,]

Efektif

r hr>,q&--f. -.."*-.- ,".,,^ |

J

Efesien: Tepat Waktu
Efektif: Tepat
Sasaran/tepat iumlah
Ekonomis: TepatJumlah

Ekonomi

Program Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan kesehatan
peningkatan mutu, peningkatan akses dan regionalisasi rujukan

Tujuan Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PBI di
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan
tingkat lanjut

Sasaran Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
telah lebih berkembang dan meningkat

.l'

l.-
-'l'-=-

--J

\
Capaian

bobot
Ekonomis=15

Efesien=10

Ef€ktif=75
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C. Contoh Pengembangan Model Audlt KlnerJa Program Pengembangan
UMKM

Program Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang berorientasi
ilmu pengentahuan dan teknologi, ekonomi dan berkelanj utan.

Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan UMI(M yang ada melalui pemanfaatan
iptek.

2. Mendekatl<an lembaga penelitian dengan UMKM.
3. Menciptakan Lapangan Kerja Daerah.
4. Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan UMKM di Daerah.
5. Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah.

Sasaran UMKM yang berpotensi berkembang



D. Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program Pengembangan
UMKM
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E. Contoh Pengembangan Model Audit Klneda Program PISEW

Program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PrsEw)

Tujuan
Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dengan
pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk
meningkatkan sosial ekonomi wilayah

Sasaran
Terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna
mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan
potensi atau komoditas unggulan
Meningkatnya kapasitas dart partisi[asi masyarakat dalam proses
perencanaan pembabgunan
Mendayagunakan sumber daya dan tenaga ke{a lokal dalam
pembangunan.

Pelaksana
Keglatan

Bobot
Lokasi

Aktivltas
Utama Total

KlnerJaPerenca
naan

Pelaksa
naan

Pelapo
ran

Skor Skor Skor

(0) (1) (2

)

(3) (4) (s
)

(6)

1 Provinsi 4
0

14 22 4 40

2 Kecamat
an

6
o

30 25 5 60

Total Skor 10
0

44 47 9 100

Capaian
Kineda

100
/o lOOY"

Rekapltulasl KlnerJa Kompilasl Program per Aktlvltas Utama

NO

100
"h



F. Contoh Pembangunan Model Metodologl IPMS Program PISEtrI (Ttngkat
Provinslt
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E. ontoh Pembangunan Model Metodologl IPMS Program PISEW (Tingkat
Kecarrratan)
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.F. Contoh Metodologl Balance Scorecanl
Ilustrasi
Tfigas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan
pemungutan bea masuk serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan
yang berlaku

Fungsi instansi tersebut
l) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan

2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pengamanan
teknis operasional yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk
atau keluar daerah pabean termasuk juga pungutan bea masuk

3) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan,
perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang pabean

4) Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanan dan penindakan serta
penyidikan di bidang kepabeanan

Perumusan pengukuran kine{a
1) Menetapkan tujuat organisasi

Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk dan
keluar daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutaa lainnya

2) Menetapkan 4 perspektif

a Perspektif kepada pelanggan

Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas barang
masuk dan keluar, adapun capaian kineq'a yang digunakan untuk
mengukur dan menilai menggunakan teknik kuesioner yang diberikan
kepada pengguna layanan instansi tersebut. Kuesioner tersebut
kemudian diolah untuk mendapatkan penilaian mengenai pelayanan yang
diberikan (kepuasan pelanggan)

b. Perspektif Keuangan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai
target tersebut. Capaian kineq'anya adalah rasio realisasi penerimaan
masuk dibandingkan dengan target serta potensi

c. Perspektif pengembangan proses internal
Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakuka instansi
dalam mengembangkan proses intemal organisasi sehingga
pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Capaian kinerja yang
diukur dalam perspektif ini adalah rata- rata waktu penyelesaian ijin
dibandingkan dengan target serta ketentuan yang berlaku
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d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya
mengembangkan SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas
dan fungsi dapat be{alan dengan baik. Adapun capaian kine{a yang
diukur berdasarkan rasio realisasi jumlah staf yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

Penetapan CSF, KPI dan Penilaian
L Pelanggan 25o/o

Kepuasan pelanggan (CSF)
KPI
Jumlah keluhan pelanggan 6tr/o -+ 60
Survei pelanggan 4Oo/o+ 20
(60+20) x25 = 2Oo/o

2. Keuangarr 25o/o
Penerimaan dengan target yang telah ditetapkan
KPI
Jumlah penerimaan dalam satu periode 10O7o

3. Proses internal organisasi 257o Penyelesaian pelayanan perijinan
KPI
Jumlah waktu pemberian ijin l0O%

4. Pembelajaran dan pertumbuhan 257o
Pegawai yang rrrernpunyai kompetensi / pengetahuan denga pekerjaanya
KPI
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 1o0o/o

G. Contoh Metode Logic

Untuk mendukung pencapaian tuj uan / sasaran instansi/organisasi terdapat
beberapa progr€rm dan beberapa program tersebut terdiri dari berbagai
kegiatan seperti contoh di bawah ini:

No Tujuan Program Kegiatan
1 Peningkatan

kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat

l. Diklat dan Penyuluhan
kesehatan masyarakat di
lingkungan

-Diklat untuk penyuluh
kesehatan masyarakat
-Penyuluhan kesehatan
masyarakat

2. Pengadaaan sarana/
prasarana kesehatan

-Rehabilitasi ruang
bedah
-Pengadaan peralatan
medis

3. Pelayanan kesehatan gizi
dan pengadaan
obat-obatan

-Perbaikan gizi
masyarakat
-Pengadaan obat
generik
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Yang pertama adalah mengukur kegiatan yang ada akan mendukung
keberhasilan program dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut
tercapai kine{anya maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau tercapai.
Seperti contoh:

Program Kegiatan
Uraian Indikator

Kineqa
Satuan Target Realisasi Capaian

Diklat dan
Penyuluhan
Kesehatan
Masyarakat
dan
Lingkungan

Diklat
untuk
penyuluh
kesehatan

Input: Dana
dan SDM

Output'.

penyuluh
kesehatan

Attcotne'.
Penyuluh
memahami
kesehatan
masvarakat

Rp dan
Orang

Orang

1000
20

30

30

1000
20

30

30

lOOo/o

lOOo/o

100"

lOOo/o

Penyuluh
Kesehatan

Lingkunga
n

Input: Dana
dan SDM

Outwt:
jumlah

Rp dan
Orang

1000
10

1000
20

lOOo/o

IOOYI

kecamatan/
orang

Outcome'.

Kec/
Orang

20/rO 20/rO lOOo/o

Masyarakat Kec/
Orang

2Olro 2Olro TOOo/o

memahami

Kesehatan
lingkungan

Orang
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Pengadaan
Sarana/Pra
sara na
Kesehatan

Rehabilita
si Ruang
Bedah

Input:
Dana dan
SDM

Output:

Rp
dan
Orang

r000
4

1000
4

lOO"/o
lOOo/o

Ruang Bedah
selesai
diretnb

Outcome:
Bertambahng
a kapa.sitas
maftgan

Unit

Unit

1

1

I

I

lOOo/o

lOOo/"

Pengadaan k put: Dana Rp dan 1000 1000 IOOVI
dan SDM Orang 4 4 loo"h

Peralatal
Medis Output:

Terlaksanang
a

Unit 2 2 1OO7o

Pengadaan
Outcome:
Perlatan
medi.s

Unit 2 2 lOOo/"

tersedia, siap
digunakan

Pelayanan Perbaikan Input: Dana Rp dan 1000 1000 100%
Kesehatan
Gizi

Gizi dan SDM Orang 10 10 lOOo/o

dan
Penyediaan

Masyarakat

Obat-obatan Aiput:Jumla
h
masg. Ilott Orang 30 30 100%
proqram
Kesehatan gi.z,

Outcome: 1OOY"
Ma-sgarakat orang 30 30
gang terlagani

Pengadaan Input: Dana Rp dan 1000 1000
Obat dan SDM Orang 10 10 lOOo/o
generik

Output:
terlaksananga Botol 5 5 lOOo/o
penqadaan
obat
Outcome: Botol 5 5 TOOo/"

Obat geneic
tersedia

lOOo/o
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Contoh 1 Kerangka Logis

o Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan yang lulus
diklat

. Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami kesehatan
lingkungan

. Jika Penyuluh memahami kesehatan lingkungan maka penyuluh dapat
melayani masyarakat dengan baik

Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah
pahamnya penyuluh kesehatan akan kesehatan lingkungan.

Contoh 2 Kerangka Logis

. Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah yang siap digunakan
Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Kesimpulannya : keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah
siapnya ruang bedah sebagai sarana untuk menambah kapasitas pasien

Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingga
diperoleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan.
Selanjutnya dilakukan proses kristalisasi dengan cara menyatukan ketiga
program untuk mendukung tujuan, jika semua program terlaksana dengan baik
maka tujuan instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya
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I. CONTOH ILUSTRASI ASPEX EKONOMIS, EFESIEN DAN EFEKTIF (3E)

ILUSTRASI ASPEK 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayalan bus yang
bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di
dalam kota sesuai dengan Pergub No.100/Gub/ll2016. AiWtnAa berupa
pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer yang ditempuh.
Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Daerah ABC
melakukan pengadaan pembelian bus baru. Berdasarkan Standar Satuan
Harga / E-Catalog/ HPS / Standar Harga yang ditetapkan asosiasi diketahui
bahwa harga standar bus dengan merk A sebesar Rpl.025.000.000 dan
merk B sebesar Rp1.050.000.000.

Setelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan
pilihannya pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan
bus merk A seharga Rp1.000.000.000 per unit dibanding dealer Y yang
menawarkan bus merk A seharga Rpl.100.000.000. Dapat disimpulkan
pemerintah daerah ABC telah melakukan penghematan atau bertindak
ekonomis (hubungan antara biaya input dengan standar satuan harga)
sebesar Rp25.0OO.OOO,OO.

Pemda ABC juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dari
pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun
bus merk A Rp5OO.OOO.OOO,OO sedangkan biaya pengoperasian bus merk
B juga Rp500.000.000,00. Kilometer yang dilayani bus A sebanyak
250.000 km setahun, sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun.
Akan tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun 207o,
sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun 107o.

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan
outcomel penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan dari sisi efisiensi
(hubungan antara input dan output) penggunaan bus B lebih efisien
daripada bus A. Perbedaan ini disebabkan bus B memang mempunyai
jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang
memadai, sehingga masyarakat tidak serta-merta menggunakan bus B
sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.
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J. Contoh Efisiensi:

Berikut kriteria kinerja (efisiensi) yang dibangun dari tujuan Pemda
ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai
berikut:

Contoh Efektivitas:

Kriteria kineda (efektivitas) yang dibangun dari tujuan Pemda AEIC dalam
mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai berikut:

Kriteria Nilai Kineq'a yang menjadi acuan APIP sebagai berikut:

Merk Jumlah Tempuh Bur (kml Krlteria Ntlai
Bus A

Bus B

0 s.d 150.000 krn
150.001 s.d 250.000
250.001 s.d 300.000
300.001 s.d 350.000
0 s.d 15O.000 krr
150.001 s.d 250.O00
250.001 s.d 3O0.OO0
300.001 s.d 350.000

km
km
km

km
km
km

Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik

0-25,0
25,1-50,0
50,1-75,0
75,1-100
0-25,0
25,1-5O,0
50,1-7s,0
75,1-100

Merk Tlngkat Penggunaan l(endaraan
Prlbadl

Kriteria Nilat

Bus A
kendaraan pribadi berkurang Oyo-so/o Kurang 0-2s,0
kendaraan pribadi berkurang 5, 1 o/"-

15o/o

Cukup 25,1-50,O

kendaraan pribadi berkurang 15, 1-
3U/o

Baik 50,1-75,0

kendaraan pribadi berkurang >307o Sangat baik 75,1- 100
Bus B kendaraan pribadi berkurang Oo/o-5o/o Kurang o-25,O

kendaraan pribadi berkurang 5, l7o-
75o/o

Cukup 25, 1-50,0

kendaraan pribadi berkurang 15,1-
3U/o

Baik 50 1 75 0

kendaraan pribadi berkurang >3O7o Sangat Baik 75,1-100

Skor Kategorl
85 < skor < 100 Berhasil

70<skor<85 Cukup Berhasil
50<skor<7O Kurang Berhasil

Tidak Berhasil0<skor<50
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Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kine{a oleh APIP

Kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau dalam
kriteria "Cukup Berhasil"
Ekonomis

Aspek ekonomis adalah aspek kineq'a yang berkaitan dengan sumber daya
(input). Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber daya dalam jumlah
dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dan biaya yang lebih rendah
dari Standar Satuan Harga (SSH) atau standar lain yang berlaku.

No Aspek Bobo
t

Parameter Jenis Nilai Skor

Aspek Kebijakan
1 Komitmen

Pemda
5Oo/" Terdapat peraturan

daerah terkait
program pelayanan
bus

Y/T 100 20

2 Anggaran 5Oo/o Terdapat anggaran
operasional
transportasi

YIT 100 20

Nilai Kinerja Aspek Kebijakan 4()
B Aspek

Pelaksanaan
60

1 Ekonomis 15o/o pemilihan dealer 100 9
l5o/o bantuan hibah 100 9

2 Efisiensi 30"h jarak tempuh tabulasi s6,2s 10,125

.,
J EfektMtas 4Oo/" berkurangnya

tingka
t penggunaan
kendaraan pribadi

tabulasi 50 t2

Nilai Kine{a Aspek Pelaksanaan 40,125
Total Kine{a Aspek Kebijakan + Aspek
Pelaksanaan

EO,12S

No Nama Kegiatan dan
Belania

Realisasi
Belania

Standar Satuan Harga

1 Total Belanja >o< 100 150
2 Belanja yang sesuai

Standar
500

3 Belanja yang tidak
melebihi Standar

5Oo/o

A. 4()
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Efisiensi

Aspek kineg'a yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output),
dikatakan efisien apabila:
a. Menghasilkan outpri yang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi

target) dengan menggunakan input tertentu (sesuai rencana)

b. Menghasilkan outpri yang tetap (sesuai target) tetapi input yang digunakan
lebih rendah dari yang direncanakan

Efektivitas
Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam
mencapai tuj uan / sasaran /outame yang ditetapkan. Dikatakan efektif
apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran/
outco me y ang ditetapkan

Rincian Kegiatan / Belanja Kriteria Pelaksanaan

1 Kegiatan sesuai jadwal Telah sesuai

2 Jumlah hari pelaksanaan
sesuai
dengan jadwal

30 Kegiatan dalam
60 hari

Telah sesuai

3 Ukuran Proses/ Kualitas
(dengan rincian tertentu)

Sesuai dengan
RAB/Rencana
Awal/usulan

sesual

No Kegiatan / Program Capaian
Output

Pemanfaatan
Output

Capaian
Outcome

1 Kegiatan A Target=realisas
i ( 100o/o)

lOOo/o TOOo/o

2 Kegiatan B Target=realisas
i (r00%)

IOOVI 100%

.-) Kegiatan C Target=realisas
i (lo07o)

TOOo/" 1OO"/"

No

30 Februari 2020
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K. COI{TOH XER.'A PTITYEI"ARASAN

Kertas Kerja Untuk Menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPJMD,
RKPD, dengan Renstra dan RKT Masing-Masing OPD

Nama Pemerintah Daerah :

RJMD/REVISI RPJMD : Tahun........ s.d. ........
A. Visi RPJMD
B. Misi RPJMD
C. Tujuan Strategis
D. Indikator Tujuan Strategis
E. Sasaran Strategis
lndikator Sasaran Strategis

Target Tahunan Pencapaian

RKPD Tahun
A. Program Prioritas Terkait Aud
B. Indikator Program Prioritas
C. Kegiatan
D.lndikator Kegiatan
RENSTRA OPD
A. Program
B. Indikator Program
C Kegiatan
D. Indikator Kegiatan

Keterangan:
1. Diisi dengan Uraian Program RPJMD
2. Diisi dengan Indikator Program RPJMD
3. OPD Utama Program Prioritas diisikan nama OPD Pemilik/Pelaksana Program

Prioritas Tersebut
4. Program Pendukung dan Kegiatan Pendukung pada OPD Utama Program

Prioritas adalah Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan
Program Prioritas pada OPD Utama

OPD Pendukung I, OPD Pendukung II, OPD Pendukung III, dst diisikan
nama OPD yang memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung Program
Prioritas fiika ada)

00Pailhq l:-- - olD Pardlhir [ --..-..
hqGn

Uo.i ko;om di iiihrdPr rim crSPIMD

t2l ut 141 6t u) 8l 1l 11 lut ll i14l i15l l16t

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIII III
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L. CONTOH KERTAS KERJA EVALUASI KETETAPAN IKU

A
B

c

Nama Pemda
RPJMD Tahun
Tahun Anggaran

s.d. ......

Keterangan:
A. Diisi Nama Pemda

B. Diisi Tahun RPJMD

C. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan

(1

(2

(3
(4
(7

Diisi Nomor Urut
Diisi Sasaran Strategis
Diisi Uraian IKU

-(6) Diisi Ya atau Tidak
Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka
disarankan untuk IKU Pengganti

Indikator Kineria UtamaNo Sasaran
Strategis ' Uraia

n IKK
'Speciflc Meo.sufeable Relevant

kesimpulan

(l) (2\ (3) (41 {s) (6) (7t

II
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M. CONTOH KERTAS XER^'A Ef,IALUASI KONDISI LINGTIUI|GAN
PEI{GENDALIAI{

A Nama Pemerintah Daerah
B Tahun Penilaian

I. Pen inte tas dan Nilai Etika

ll. Komitmen Terhada Kom SI

I II. mlm inan Yan Kondusif

IV. Pembentukan Struktur sasi Y Sesuai Kebutuhan

V. Pendele sian W dan Tan Jawab Y

Vl. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat
M Pembinaan SDM

t

No
Kondisi Lingkungan

Pengendalian Yang Kurang
Memadai

Rencana
Tindak

Perbaikan
Lingkungan
Pengendalia

n

Penang
gung

Jawab

Target Waltu
Penyelesaian

1

1 diambil dari masing-masing

,

SPI

J 4 5

2
3

I diambil dari masing-masing
sub-sub unsur SPI

2
3

1 diambil dari masing-masing
sub-sub unsur SPI

2
._)

I diambil dari masing-masing
sub-sub unsur SPI

2
J

1 diambil dari masing-masing
sub-sub unsur SPI

2
3

1 diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2
3

sub-sub unsur



VII. Peran

VIII. Hu Y Baik
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Intern Pemerintah Y Efektif

Instansi Pemerintah Terkait

1 diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2
3

1 dari masing-masing
sub-sub unsur

2
3 I
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R.COITTOH BERITA ACARA PEMBAIIASAN HASIL AUDIT

(KOP APIPI
Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota......

HASIL AUDIT KINER.'A TA......

Program

ANTARA TIM INSPEKTORAT PROVINSI/ KAB/ KOTA..... DENGAN KEPALA
ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH PROVINSI / KAB / KOTA (Penanggung Jawab
Program).............

Pada hari ini ........ tanggal ...........bulan...... 2olx, bertempat di
Kantor (PD) Provinsi/Kab/Kota......di telah dilakukan pembahasan hasil
audit kinerja atas Program antara Tim Audit Inspektorat
Provinsi/Kab/Kota berdasarkan surat tugas Inspektur
Provinsi/Kab/Kota....... Nomor: SPI-..../.... tanggal ......bulan ....2OLx dengan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi / Ihb/ Kota (Penanggung Jawab
Program)................

dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Provinsi/ Kab / Kota telah menyampaikan Notisi
Hasil Audit Kinerja atas Program ...... tanggal ......., bulan... 20lx
sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada
Kepala Perangkat Daerah Provinsi/ Kab/ Kota

......sebagai penanggung jawab program dan staf atas materi
permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim
Audit Inspektorat Provinsi/ Kab/ Kota beserta dokumen / data pendukung
yang merupakan bagian dari kertas kefa Tim, Kepala Perangkat Daerah
(penanggung jawab program)...... menyatakan: sependapat/tidak
sependapat terhadap seluruh maGri temuan dan simpulan sebagaimana
tertuang dalam lampiran.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program
ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh
Tim Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota dan Kepala Perangkat Daerah
Provinsi/Kab/Kota sebagai penanggung jawab program pada hari
tanggal ......., bulan... 20lx serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

BERITA ACARA EfrT CONFENNTrcE



Kepala Perangkat Daerah
Provinsi / Kab/ Kota... . sebagai

Penanggung Jawab

Program

NIP

1

Pengendali
Teknis

NIP

Ketua Tim

NIP

Anggota Tim

NIP

2

J
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S. COTTTOH I,APORAI{ IIAAIL AUDIT IIII{ERJA ATAS PR(X}RAU

Contoh Format Laporan

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS.....

PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN..........

NOMOR: LAP-........

TANGGAL:.....

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

LOGO lNSPEKrc.tr--" tr.can

Salinan sesuai dengan aslinya
m Sekretariat Daerah

199103 1 004

GUBERNUR L/IUPI'![G,

ttd

ARINAL DJUNNDI
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S. CONTOH LAPORAI{ HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

Contoh Format Laporan

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS.....

PEMEWRINTAH PROVINSI LAMPUNG

T4HUN..........

NOMOR: LAP-........

TANGGAL:.....

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

LOGO lNSPEKpea"m":n t"n.rn

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI


